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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18/PMK.010/2012 
TENTANG 

PERUSAHAAN MODAL VENTURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang `:   bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan 
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Pembiayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Perusahaan Modal Ventura; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Pembiayaan; 
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5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi 
Lembaga Keuangan Non Bank; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUSAHAAN MODAL VENTURA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
2. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)  yang 

selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha 
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang 
menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka 
waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui 
pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan 
pembagian atas hasil usaha. 

3. Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) yang selanjutnya 
disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan 
dari PMV. 

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM 
adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 

5. Perusahaan Nasional adalah PMV yang seluruh kepemilikannya oleh 
warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, lembaga Indonesia, 
Negara Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah. 

6. Perusahaan Patungan (Joint Venture) adalah PMV yang sebagian 
kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing 
dan/atau lembaga asing. 

7. Divestasi adalah penjualan saham PMV yang berada pada PPU yang 
bersangkutan. 

8. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) 
PMV atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PMV lain yang telah 
ada yang mengakibatkan aset dan liabilitas dari PMV yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV yang 
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV 
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 
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9. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) PMV 
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV 
baru yang karena hukum memperoleh aset dan liabilitas dari PMV 
yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV yang meleburkan 
diri berakhir karena hukum. 

10. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV 
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV tersebut. 

11. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV untuk 
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas 
PMV beralih karena hukum kepada 2 (dua) PMV atau lebih atau 
sebagian aset dan liabilitas PMV beralih karena hukum kepada 1 (satu) 
PMV atau lebih. 

12. Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu PMV yang menjalankan 
kegiatan usaha modal ventura dan dapat menyelenggarakan tata usaha 
pembukuan sendiri, yang dalam mengatur usahanya tunduk pada 
segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat PMV yang 
bersangkutan. 

13. Hari adalah hari kerja. 
14. Direksi adalah direksi untuk perseroan terbatas atau pengurus untuk 

koperasi. 
15. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris untuk perseroan terbatas 

atau pengawas untuk koperasi. 
16. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, 

mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan 
usaha PMV. 

17. Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau pihak lain 
yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

18. Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala 
Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar 
untuk melakukan Pemeriksaan. 

19. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh 
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada PMV yang 
akan diperiksa. 
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20. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan. 

21. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

BAB II 
KEGIATAN USAHA 

Pasal 2 
Kegiatan usaha PMV meliputi: 
a. penyertaan saham (equity participation); 
b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity 

participation); dan/atau 
c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue 

sharing). 
Pasal 3 

Kegiatan usaha PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan 
untuk: 
a. pengembangan suatu penemuan baru; 
b. pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal 

usahanya mengalami kesulitan dana; 
c. membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap 

pengembangan; 
d. membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap 

kemunduran usaha; 
e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; 
f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi 

baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau 
g. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. 

Pasal 4 
Penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib 
dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyertaan modal secara langsung 
kepada PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk 
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 
(1) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk 
pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk 
badan hukum perseroan terbatas. 
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(2) Obligasi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikonversi menjadi penyertaan saham (equity participation) pada saat 
jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.  

(3) Pengkonversian menjadi penyertaan saham (equity participation) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian 
yang telah disepakati bersama oleh PMV dan PPU. 

Pasal 6 
(1) Penyertaan oleh PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 

5 ayat (2) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 

(2) Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berakhir, PMV wajib melakukan Divestasi. 

(3) Kewajiban melakukan Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikecualikan bagi PMV yang melakukan restrukturisasi hanya pada 
PPU yang mengalami kesulitan keuangan.  

(4) Dalam hal PMV melakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), jangka waktu Divestasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun. 

Pasal 7 
Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan 
dengan cara: 
a. penawaran umum melalui pasar modal (initial public offering); 
b. menjual kembali kepada PPU (buy back); atau 

c. menjual kepada perusahaan lain/investor baru. 
Pasal 8 

(1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang dilaksanakan oleh PMV kepada 
PPU dilakukan dengan pola: 
a. pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (profit sharing) yang 

dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya 
yang dikeluarkan; atau 

b. pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (revenue 
sharing). 

(2) Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di 
awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PMV dan 
PPU. 
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